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Abstrak
 

Penelitian ini membahas mengenai pembagian warisan kepada anak-anak dari perkawinan pertama dimana

harta dari perkawinan pertama tersebut belum dibagi tetapi telah dihibahkan kepada isteri dan anak-anak

dari perkawinan kedua. Undang-undang pada dasarnya melindungi para ahli waris yaitu dengan memberikan

hak menuntut guna untuk memperjuangkan hak warisnya serta memberikan hak atas bagian multak atau

legitieme portie terhadap segala pemberian warisan. Undang-undang memberikan waktu selama tiga puluh

tahun kepada para ahli waris untuk melakukan pengurusan terhadap harta warisan sejak warisan terbuka.

Akan tetapi, jika pengurusan warisan tidak dilakukan sesegera mungkin sejak warisan terbuka, maka akan

dimungkinkan terjadi perselisihan mengenai warisan tersebut sebab akan terjadinya pergantian ahli waris

dan objek warisan mungkin sudah berpindah tangan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini

adalah mengenai perlindungan hukum terhadap hak bagian anak-anak dari perkawinan pertama dan akibat

hukum dari pembatalan sertipikat tanah yang telah dihibah yang mana tanah tersebut masih merupakan

objek warisan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif yang

menggunakan data sekunder sebagai data utama. Hasil penelitian adalah untuk melindungi anak-anak dari

perkawinan pertama pewaris, maka istri atau suami yang kedua hanya mendapatkan maksimal 1/4

(seperempat) bagian dari harta peninggalan pewaris. Anak-anak tersebut juga tidak boleh dirugikan

sekalipun dengan menggunakan wasiat. Dengan dibatalkannya sertipikat tanah akibat hibah, maka perbuatan

hukum yang dilakukan setelah hibah tersebut dianggap tidak pernah dan akan kembali pada keadaan semula

sebelum hibah tersebut dilaksanakan. Masyarakat terutama para ahli waris diharapkan sesegera mungkin

mengurus hal mengenai warisan sejak warisan terbuka untuk menghindari terjadinya sengketa di kemudian

hari.

......This research discusses the distribution of inheritance to children from the first marriage in the event that

the assets have not been divided but was bequeathed to spouse and children from second marriage. The law

basically protects the heirs. The law gives the heirs the right to bring legal charges in order to fight for their

inheritance rights and protects the heirs by giving the right to claim their portion of all inheritance.

Furthermore, the law gives the heirs thirty years to administer the inheritance after the death. However, if

the management of the inheritance is not carried out promptly after the death, a dispute regarding the

inheritance is most likely to occur because there is a possibility to a change of heirs and objects of

inheritance may have been transferred. The issues that will be raised in this research are the legal protection

of the rights of children from the first marriage and the legal consequences of the cancellation of the

certificate of land that has been granted where the land is still an object of inheritance. To answer this

problem, a normative legal research method is used that uses secondary data as the main data. The results of
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the research are to protect children from the first marriage of the heir, according to the law, the second wife

or husband will only get a maximum of 1/4 (one-quarter) of the inheritance's estate. Children from the first

marriage also may not be aggrieved even by means of a will. With the cancellation of the land certificate as

a result of the grant, the legal action taken after the grant is considered never happened and will return to its

original state before the grant was implemented. Heirs are expected to manage the deceased’s inheritance as

soon as possible to avoid disputes in the future.


